BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka
penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kewenangan pengelolaan zakat

persfektif magasid al-syariah
1. Kewenangan pengelolaan zakat dari persfektif magasid al-syariah dapat dilihat
dari Magasid al-ashliyah dan magashid tabaiyyah. Maqasid al-ashliyah yaitu
tujuan yang sangat esensi dari satu kasus dalam hal ini pengelolaan
kewenangan zakat yang dimonopili oleh  BAZNAS sebagai operator melalui
legitimasi UU No. 23 Tahun 2011, maka jelas kewenangan pengelolaan zakat
yang sentrralistik ini merupakan upaya wajib pemerintah yang harus hadir
dalam membantu pemenuhan kewajiban umat Islam dalam menjalankan
agamanya Yyaitu menunaikan zakat melaui BAZNAS, kemudian magasid
tabaiyyah yaitu tujuan pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan
utamanya, dalam hal kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik tadi
diharapkan mampu berkontribusi secara passif dan terorganisir dalam
pengelolaan zakat, sebagai upaya yang kongkrit oleh pemerintah untuk
memisahkan hak antara orang yang shohibul zakat dengan muzakki yang juga

memilki hak pada harta orang-orang kaya.
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2. Kemudian, kewenangan pengelolaan zakat presfektif Magasid al-Syariah jika

ditinjau dari tingkatan tujuannya maka dapat pula dijelaskan dalam tiga

tingkatan yaitu:

a)

b)

Dhoruriyyat, atau bisa disebut sebagai tujuan yang harus di tegakkan
sebagai upaya untuk memilhara kemaslahatan yang lebih luas, maka
kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik oleh pemerintah sesuatu
dapat dilihat sebagai sesuatu yang urgen melihat potensi zakat yang sangat
besar dan merupakan kewajiban umat Islam, maka pengelolaan zakat
adalah kewajiban yang harus diserahkan kewenangannya kepada pemeritah
agar dapat lebih berdampak luas kemanfaataanya.

Hajiyat, adalah tujuan dari kebutuhan yang berorientasi kepada
kemudahan, menghilangkan kepelikan dan memperbesar manfaat,
berkaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan zakat secara
sentralistik dan terorganisir, maka dipahami sebagai upaya untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tahsiniyat, adalah pemenuhan tambahan yang melengkapi dhoruriyyat
dan hajiyat diaplikasikan sesuai dengan kondisi kebiasaan berorentasi
kepada pemerataan manfaat. Kaitannya dengan kewenangan pengelolaan
zakat maka dimaknai sebagai upaya Menjamin kepastian dan disiplin

pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para musthahiqg zakat dan
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untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu

tempat.

B. Saran
Dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, memilki taggungjawab memastikan jalannya Undang-
Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh
BAZNAS dan lembaga dibawahnya. Menjadi sangat penting, untuk terus
diawasi, dievaluasi, diperkuat serta dikembangkan jika diperlukan. Karena
Zakat adalah ibadah madhah yang memilki kemanfaatan yang sangat besar bagi
perekonomian umat Islam, jika dikelola dengan baik, agar tujuan pengelolaan
zakat bisa tercapai secara maksimal.

2. Kepada BAZNAS, Kepercayaan umat Islam terhadap BAZNAS dalam
pengelolaan zakat, harus diiringi dengan pengelolaan zakat yang bertanggung
jawab, selama ini salah satu alasan masyarakat tidak menitipkan zakat, infaq
dan sedegahnya kepada BAZNAS atau lembaga di bawahanya, karena
kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola itu sendiri. Maka
tantangan terbesar pengelola dalam hal ini BAZNAS adalah menghadirkan

kepercayaan umat Islam kepada BAZNAS.
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3. Kepada masyarakat Indonesia, Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan zakat, telah memberikan harapan besar kepada umat Islam
Indonesia tentang pengelolaan zakat yang baik, maka penting bagi Kkita
meletakkan kepercayaan kepada regulator, dan operator agar pengelolaan zakat

bisa berjalan dengan baik.
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